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Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan bahwa Tiga Gerakan Moral (Gerakan Kembali ke Kebun,
Gerakan Hidup Hemat dan Gerakan Desa Aman) yang dicanangkan oleh Pemerintah
Daerah bersama komponen-komponen masyarakat adat di Kabupaten Sumba Tengah
merupakan hukum adat. Tiga Gerakan Moral sebagai hukum adat didasarkan pada
pemenuhan unsur-unsur hukum adat yaitu adanya kaidah, masyarakat, sanksi, dan
penegak sanksi. Selain itu, artikel ini juga memberikan argumentasi bahwa Tiga
Gerakan Moral sejatinya bertujuan mencapai atau mewujudkan kesejahteraan bagi
masyarakat Sumba Tengah.  Hal ini disebabkan karena melalui Tiga Gerakan Moral,
Pemerintah bersama masyarakat bermaksud menyelesaikan persoalan mendasar yang
ada yaitu kecenderungan mengabaikan penggarapan lahan kebun, kecenderungan
menafsirkan nilai budaya secara kurang tepat sehingga bermuara pada gaya hidup
hedonistik, serta gangguan keamanan yang masih cukup tinggi.
Kata kunci: Tiga Gerakan Moral; Hukum Adat, Sumba Tengah.
Abstract
This article argues that the Three Moral Movements (Back to Field Movement, the Safe
Village Movement and the Frugal Lifestyle Movement) launched by the local government
and prominent figures of traditional community in Central Sumba Regency meets the
qualification of customary law. The categorization of the Three Moral Movements as
customary law is based on the fact that the movements consist of customary norms, have
been implemented among the traditional community members, and equipped with
sanctions as well as the law enforcement elements. Additionally, this article also argues
that the Three Moral Movements aims to achieve prosperity for the people of Central
Sumba. This is because through the Three Moral Movements, the Government along
with the community intends to resolve the existing fundamental problems, which are the
tendency of ignoring the cultivation of idle fields, the tendency to mistakenly interpret
cultural values that leads to a hedonistic lifestyle, as well as significant security issues.
Keywords: Three Moral Movements; Customary Law; Central Sumba.
1 Artikel ini bersumber dari sebagian hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sumba
Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tengah tahun 2012.
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PENDAHULUAN
Kabupaten Sumba Tengah di
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
merupakan daerah otonom baru yang
ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah,
yang sebelumnya daerah ini merupa-
kan bagian dari Kabupaten Sumba
Barat. Kabupaten Sumba Tengah me-
miliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: Keca-
matan Katiku Tana, Kecamatan Kati-
ku Tana Selatan, Kecamatan Umbu
Ratu Nggay, Kecamatan Mamboro, dan
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.
Sebagai daerah otonom baru, ada
sejumlah masalah dan tantangan
yang harus diselesaikan sebagai
bagian dari usaha mensejahterakan
masyarakat. Salah satu upaya dalam
rangka menyelesaikan permasalahan
tersebut yaitu dengan mencanang-
kan Tiga Gerakan Moral yang terdiri
atas: Gerakan Kembali ke Kebun,
Gerakan Hidup Hemat, dan Gerakan
Desa Aman.
Pertama, Gerakan Kembali ke
Kebun, dimaksudkan untuk me-
manfaatkan potensi sumber daya alam
yang tersedia dalam rangka pemenuh-
an kebutuhan masyarakat dan untuk
meningkatkan ketahanan pangan ma-
syarakat. Gerakan ini bukan gerakan
artifisial yang muncul dalam waktu
singkat, melainkan sebuah produk
kontemplasi atas nilai-nilai kultural
yang mengacu pada sikap hidup orang
Sumba Tengah yang secara tradisio-
nal memandang kebun/lahan sebagai
sumber penghidupan. Hal ini tercer-
min dari ungkapan “haka tana mangami
rutu” (mencangkul tanah, mencabut
rumput) dan “taungu pini manu, taungu
auhu wawi” (memberi makan ayam,
memberi makan ternak).
Gerakan Kembali ke Kebun dica-
nangkan dengan mempertimbangkan
dua kondisi yang terjadi yaitu rendah-
nya pemanfaatan lahan/kebun secara
optimal oleh masyarakat dan keadaan
rawan pangan dan kemiskinan yang
seakan-akan menjadi ‘trade mark’ bagi
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
termasuk Kabupaten Sumba Tengah.
Bertolak dari dua kondisi tersebut, ge-
rakan ini merupakan upaya mengopti-
malkan pengelolaan dan pemanfaatan
lahan/kebun untuk mengatasi per-
soalan rawan pangan dan kemiskinan.
Gerakan ini juga dimaksudkan se-
bagai upaya untuk meningkatkan
penganeka-ragaman konsumsi pangan
lokal yang tidak semata-mata tergan-
tung pada konsumsi beras.
Kedua, Gerakan Hidup Hemat
dimaknai sebagai gerakan untuk
mendorong masyarakat memanfaat-
kan apa yang mereka miliki secara
bijak berdasarkan prioritas kebutuh-
an. Gerakan ini juga memiliki akar
kultural di dalam masyarakat sehing-
ga bukan sekedar gerakan artifisial
dari luar masyarakat. Gerakan Hidup
Hemat dimaksudkan sebagai upaya
mengurangi gaya hidup boros masya-
rakat Sumba Tengah, terutama yang
diekspresikan melalui acara-acara
adat yang memerlukan biaya besar.
Gerakan ini tidak dimaksudkan untuk
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me-reduksi makna simbol-simbol kul-
tural dalam upacara-upacara adat
(seperti perkawinan,  kematian, dan
pesta adat lainnya), melainkan justru
untuk mengembalikan simbol dan
makna adat kepada hakikat semula.
Dengan demikian, gerakan ini justru
“memurnikan” nilai-nilai hakiki yang
terkandung di dalam upacara-upacara
adat, yang belakangan ini sempat
bertumpang-tindih dengan kepenting-
an lain, yaitu berkaitan dengan “harga
diri” atau “prestige”.
Gerakan Hidup Hemat dinilai baik
karena pada akhirnya penerima man-
faat adalah masyarakat. Penentuan
prioritas kebutuhan serta pembatasan
pengeluaran dalam penyelenggaraan
upacara adat akan membuat masya-
rakat mengalokasikan sumber daya
yang dimiliki untuk kebutuhan lain
yang lebih penting seperti pendidikan
dan kesehatan dan tidak dihabiskan
untuk kegiatan konsumtif.
Ketiga, Gerakan Desa Aman, dipa-
hami sebagai gerakan untuk mewu-
judkan ketenteraman dan ketertiban,
yang tergambar dari kondisi masya-
rakat yang tidak terancam oleh gang-
guan keamanan saat mereka ber-
aktivitas. Fenomena pencurian atau
perampokan ternak yang jamak
terjadi, keprihatinan terhadap pere-
daran dan konsumsi minuman ber-
alkohol yang tidak terkendali, feno-
mena perjudian, perselisihan atau
konflik antar kelompok masyarakat,
merupakan pendorong munculnya
Gerakan Desa Aman tersebut.
Gerakan Desa Aman juga memi-
liki tujuan lebih jauh yaitu mem-
bebaskan masyarakat dari rasa takut,
sehingga masyarakat bisa menjalan-
kan aktivitas dengan tenteram, ter-
masuk aktivitas ekonomi (beternak,
bertani), sehingga pada akhirnya
aktivitas ekonomi dapat berjalan de-
ngan baik dan memberikan kontribusi
bagi kesejahteraan masyarakat sen-
diri. Tujuan ini dipandang sebagai
tujuan yang positif dan sejalan dengan
kehendak masyarakat Sumba Tengah
sebagai masyarakat yang rukun dan
damai (moruku pa angngungu).
Berdasarkan uraian sebelumnya,
dirumuskan permasalahan penelitian
sebagai berikut: (i) Apakah yang mela-
tarbelakangi lahirnya atau dicanang-
kannya Tiga Gerakan Moral di Kabu-
paten Sumba Tengah? (ii) Apakah Tiga
Gerakan Moral merupakan hukum
adat masyarakat di Kabupaten Sumba
Tengah ? (iii) Apakah Tiga Gerakan
Moral tersebut memiliki arti penting
untuk perwujudan kesejahteraan
masyarakat?
Penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris2 atau penelitian hukum
nondoktrinal.3 Penelitian hukum non-
doktrinal menempatkan hasil amatan
atas realitas-realitas sosial untuk
ditempatkan sebagai proposisi umum
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat (Rajawali
Pers1990) 15.
3 Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor),Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Yayasan
Pustaka Obot Indonesia 2011) 121.
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alias premis mayor. Oleh karena meru-
pakan penelitian empiris maka sumber
data berfokus pada data primer, yang
diperoleh dengan melakukan wawan-
cara terhadap pihak-pihak yang ter-
libat secara langsung (key informant)
maupun studi kepustakaan terhadap
dokumen-dokumen penting. Spesifikasi
penelitian ini yaitu penelitian deskrip-
tif, yang oleh Sugeng Istanto4 dimak-
nai sebagai suatu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan
keberadaan suatu kebenaran hukum
seperti apa adanya.
PEMBAHASAN
1. Latar belakang lahirnya Tiga
Gerakan Moral
  Tiga Gerakan Moral lahir
merupakan respon atas perkem-
bangan masyarakat Sumba Tengah
yang diperhadapkan pada 3 (tiga)
masalah dasar. Pertama, pergeseran
pola bertani masyarakat yang sebe-
lumnya berorientasi kebun dan sawah
yang dikerjakan secara paralel dan
berimbang menjadi hanya berfokus
pada sawah  atau proporsi pengelolaan
kebun semakin kecil bahkan diting-
galkan sebagai sumber ketersediaan
pangan dan komoditi perdagangan.
Kedua, kecenderungan hedonisme
yang bertamengkan adat istiadat
sehingga tidak lagi melestarikan subs-
tansi hubungan kekerabatan antar
manusia yang saling melengkapi
tetapi lebih cenderung menjadi even
prestisius yang justru memarginalkan
nilai dan prinsip relasi sosial budaya
yang sesungguhnya. Ketiga, tidak
terkendalinya masalah ketentraman
ketertiban masyarakat, utamanya
pencurian dan perampokan ternak
serta peredaran minuman beralkohol.
Terkait dengan masalah pertama,
pergeseran pola bertani dari kebun ke
sawah dan atau pola bertani yang
hanya mengandalkan sawah tadah
hujan telah mengancam ketahanan
pangan masyarakat. Hal ini terjadi
karena hasil sawah hanya berupa padi
sedangkan palawija dan hortikultura
yang seharusnya dihasilkan melalui
kebun tidak mendapat porsi pengem-
bangan dalam usaha pertanian. Hal
ini lebih diperparah dengan kondisi
sebagian besar sawah-sawah yang ada
merupakan sawah tadah hujan yang
hanya memberi hasil panen sekali
dalam setahun. Pada pihak lain kebun
(modu, oma, dan kaliwu) memiliki daya
tahan yang cukup terhadap labilitas
curah hujan dan merupakan simbol
ketahanan pangan orang Sumba. Hal
ini disebabkan karena melalui pengu-
sahaan kebun, terdapat sumber pro-
duksi komoditi perdagangan seperti
kopi, kemiri, asam, dan lain sebagai-
nya. Melalui kebun pula, masyarakat
dapat memelihara ternak, oleh karena
pakan ternak tersedia dalam jumlah
yang cukup.
Terkait dengan masalah kedua,
pola hedonisme bertamengkan adat
istiadat menjadikan masyarakat tidak
4 F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum (CV Ganda 2007) 48.
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dapat meningkatkan derajat kehidu-
pannya. Kegemaran untuk memban-
tai (baca: mempersembahkan) ternak
dalam jumlah banyak pada upacara
adat hingga ritus-ritus kematian serta
besaran jumlah belis5 yang sudah
menyimpang dari filosofi belis sesung-
guhnya juga bertentangan dengan
prinsip dan nilai budaya dan meng-
kerdilkan potensi masyarakat Sumba
Tengah untuk dapat meningkatkan
kualitas hidupnya.
Terkait dengan masalah ketiga,
tidak terkendalinya masalah keten-
traman dan ketertiban masyarakat te-
rutama yang berkaitan dengan me-
ningkatnya intensitas pencurian dan
perampokan ternak telah menghasil-
kan masalah ganda, yaitu pencurian
ternak berimplikasi pada pemiskinan
secara cepat dan pada akhirnya me-
nyurutkan minat masyarakat untuk
beternak.
Selanjutnya, dari hasil wawancara
dengan Bupat i  Sumba Tengah
Drs. Umbu S. Pateduk, terungkap latar
belakang dari dicanangkannya Tiga
Gerakan Moral tersebut6 yaitu:
a. Untuk Gerakan Kembali ke Kebun.
Di satu sisi Kabupaten Sumba
Tengah memiliki potensi sumber
daya berupa tanah yang jika diolah
dengan baik dapat menjadi sumber
kesejahteraan masyarakat. Di sisi
lain, tidak dapat dipungkiri bahwa
selama beberapa waktu, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, termasuk
Kabupaten Sumba Tengah memiliki
label sebagai wilayah rawan kela-
paran dan rawan kemiskinan.
Gerakan ini dimaksudkan untuk
memanfaatkan potensi yang ter-
kandung dalam sumber daya tanah/
lahan agar dapat dipergunakan
untuk mengatasi persoalan rawan
pangan, memenuhi kebutuhan
asupan protein dan gizi masyarakat,
serta menjadi sumber penghasil-
an bagi masyarakat melalui per-
dagangan hasil bumi. Pentingnya
pengelolaan lahan/tanah secara
baik sebenarnya bukan merupa-
kan hal baru bagi masyarakat yang
sejak nenek moyang mereka meya-
kini bahwa tanah adalah sumber
kesejahteraan. Bahwa manusia lahir
dari tanah, hidup dari tanah dan mati
kembali menjadi tanah. Dengan
demikian, gerakan ini adalah ajak-
an untuk menghayati kembali ke-
yakinan bahwa tanah adalah sum-
ber kesejahteraan. Pemanfaatan
potensi tanah dalam kerangka
menghilangkan “trade mark” Kabu-
paten Sumba Tengah sebagai wila-
yah yang identik dengan rawan
pangan dan rawan gizi adalah se-
buah upaya yang realistis, karena
dengan etos kerja yang tinggi di
dalam mengolah lahan, tanah di
Sumba yang sesungguhnya subur
bisa memberi hasil yang baik. Apa-
bila lahan-lahan “tidur” itu dikelola
5 Belis adalah sejumlah barang (termasuk hewan/ternak) yang menjadi “alat” dalam membentuk
hubungan perkawinan.
6 Wawancara dilakukan di Ruang Kerja Bupati, pada Sabtu, 19 November 2011 Pukul 09.00 –
10.15. wita)
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dengan baik, perdagangan komo-
ditas yang merupakan hasil kebun
itu bisa menghasilkan pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan seha-
ri-hari keluarga dan bahkan hasil-
nya dapat ditabung untuk kebutuh-
an jangka panjang seperti kebutuh-
an pendidikan dan kesehatan.
b. Untuk Gerakan Hidup Hemat.
Salah satu ciri komunalitas ma-
syarakat adalah selalu membu-
tuhkan keterlibatan orang lain
dalam tahapan-tahapan penting
kehidupannya, termasuk juga dalam
perkawinan. Bagi masyarakat Sumba
Tengah, perkawinan dipandang
sebagai awal pembentukan hubung-
an kemanusiaan, sehingga acara
ini harus melibatkan banyak orang.
Sebagai sarana untuk menandai
keterbentukan hubungan kemanu-
siaan melalui perkawinan ini,
masyarakat menggunakan lembaga
‘belis’ berupa penyerahan sejumlah
hewan/ternak dan barang lainnya.
Pada awalnya, karena hanya meru-
pakan sarana simbolik bagi hu-
bungan kemanusiaan yang ter-
bentuk melalui perkawinan, jumlah
‘belis’ pun tidak banyak, berkisar
antara 11 hingga 17 ekor ternak.
Namun, dalam perjalanan waktu,
terjadi deviasi dalam hal jumlah
‘belis’ yang kemudian menjadi salah
satu ‘penanda’ bagi status sosial.
Pergeseran fungsi ‘belis’ dari fungsi
kultural menjadi fungsi sosio-
ekonomi ini kemudian membawa
konsekuensi yang tidak ringan bagi
masyarakat yang masih melihat
bahwa ‘belis’ menentukan status
sosial mereka, yang kemudian
merasa “berkewajiban” untuk me-
nuntut dan memberikan ‘belis ’
dalam jumlah yang besar. Peris-
tiwa lain yang juga melibatkan
“kewajiban” untuk menyediakan
ternak dalam jumlah besar adalah
peristiwa kematian. Masyarakat
Sumba Tengah pada umumnya
memiliki pandangan bahwa peris-
tiwa kematian harus dibarengi
dengan acara jamuan makan. Per-
soalannya, pada praktiknya, dalam
satu hari bisa ada lebih dari 1 ternak
yang dipotong untuk memenuhi
kebutuhan ini. Pemotongan hewan
untuk jamuan makan akan terus
berlangsung hingga saat pema-
kaman/pekuburan. Pada saat pe-
nguburan, pihak keluarga juga
masih harus menyembelih ternak
dalam jumlah yang cukup banyak.
Sebenarnya pemotongan ternak
dalam peristiwa-peristiwa perka-
winan dan kematian sejatinya
merefleksikan pandangan tentang
“kesatuan manusia dengan ternak”
yang menjadi prinsip masyarakat
Sumba. Namun demikian, ketika
prinsip adat ini diaplikasikan secara
berlebihan, ia justru akan menjadi
adat yang memiskinkan masya-
rakat secara sistematik. Gerakan
ini merupakan upaya untuk me-
murnikan nilai-nilai kultural masy-
arakat agar nilai-nilai tersebut
benar-benar mencerminkan jati
diri manusia Sumba Tengah secara
hakiki dan tidak terkontaminasi
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oleh pandangan-pandangan lain
yang “mendompleng” nilai-nilai ini,
yang justru dapat memiskinkan
masyarakat. Melalui penyeder-
hanaan dan penghematan, — tanpa
harus menghapuskan makna
kultural ternak —, diharapkan
masyarakat akan memiliki daya
dukung ekonomi yang lebih baik.
c. Untuk Gerakan Desa Aman. Gerakan
ini dilandasi oleh pandangan bahwa
dinamika ekonomi, termasuk dina-
mika ekonomi rakyat yang didorong
oleh Gerakan Kembali ke Kebun
dan Gerakan Hidup Hemat, mem-
butuhkan dukungan situasi tente-
ram dan aman dalam pergaulan
hidup bermasyarakat. Ketenteram-
an dan keamanan menjadi prasya-
rat bagi dinamika ekonomi. Tugas
pemerintah adalah memberikan
ketenteraman dan keamanan bagi
masyarakat. Problem yang muncul
yaitu pencurian ternak, konsumsi
minuman beralkohol, perjudian, dll.
Pencurian tidak saja mengganggu
ketentraman dan ketertiban ma-
syarakat tetapi juga menghilang-
kan sumber-sumber ekonomi rakyat,
seperti hewan ternak dan hasil per-
tanian. Perilaku mengkonsumsi
minuman beralkohol pada gilirannya
berpotensi terjadinya tindakan mela-
wan hukum, baik berupa perkela-
hian dan pencurian/perampokan.
Beberapa masalah dan latar-bela-
kang tersebut akhirnya dipercakap-
kan dalam forum Seminar dan Musya-
warah Adat yang digagas dan dilak-
sanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Sumba Tengah pada awal tahun 2010.
Forum tersebut dihadiri oleh tokoh
adat, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh pemuda, pihak lain yang terkait
se wilayah Kabupaten Sumba Tengah.
Hasil dari forum dimaksud berupa
komitmen masyarakat untuk melaku-
kan penanganan terhadap beberapa
permasalahan mendasar tersebut
dalam sebuah rumusan gerakan yaitu
Tiga Gerakan Moral. Tiga Gerakan Moral
ini telah menjadi tekad masyarakat
bersama pemerintah, sebagaimana
tergambar melalui pernyataan sikap
dan tekad serta sumpah adat untuk
mendukung dan melaksanakan Tiga
Gerakan Moral tersebut, mulai dari
tingkat desa, kecamatan, dan puncak-
nya pada tingkat kabupaten pada tang-
gal 28 Oktober 2010.
Adapun lingkup dan substansi Tiga
Gerakan Moral tersebut tampak pada
Tabel 1.
2. Tiga Gerakan Moral sebagai
Hukum Adat
Adat pada dasarnya adalah kebia-
saan yang berulang, yang telah ber-
wujud aturan tingkah laku yang
berlaku di masyarakat dan diperta-
hankan masyarakat.7 Lebih lanjut
dikatakan bahwa adat merupakan
ketentuan yang timbul serta tumbuh
dari dalam masyarakat itu sendiri,
yang kemudian ditaati sebagai hukum.
Dikatakan hukum karena yang dimak-
7 Hilman Hadikusumah, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat (Alumni 1980) 16-19.
REFLEKSI HUKUM220 [Vol. 1, No. 2
sud dalam hal ini adalah adat yang
memiliki sanksi, yaitu adat yang
mengandung perintah dan larangan
dan apabila dilanggar maka si pelanggar
akan mendapat ancaman dari masya-
rakat adat.8
Secara konstitusional, pengakuan
secara tidak langsung oleh negara
terhadap eksistensi adat  tampak pada
pengaturan Pasal 18B ayat (2) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam pasal a quo, negara me-
ngakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat
Gerakan Kembali
ke Kebun Gerakan Hidup Hemat Gerakan Desa Aman
1. Kepemilikan kebun
(luas lahan)
2. Jam Kerja
3. Jenis Tanaman
4. Kewajiban Gotong
Royong
5. Sanksi adat berupa
Ruatu : yaitu
pelayanan makan dan
minum bagi seluruh
warga desa atau
kecamatan dengan
menyembelih ternak
berupa kerbau dan
babi. Kemudian sanksi
lain berupa denda
dalam wujud uang.
Selain sanksi adat,
juga dimungkinkan
berlakunya sanksi
nasional, khusus
untuk pelanggaran
terhadap gerakan desa
aman.
1. Penyederhanaan ritual
belis (terutama jumlah
hewan/barang)
2. Batas waktu
penyemayaman jenazah
3. Pembatasan pemotongan
hewan saat ritual
kematian dan ritual
umum lainnya.
4. Sanksi  berupa Ruatu
yaitu pelayanan makan
dan minum bagi seluruh
warga desa atau
kecamatan dengan
menyembelih ternak
berupa kerbau dan babi.
Sanksi lain berupa
denda dalam wujud
uang. Selain sanksi adat,
dimungkinkan
berlakunya sanksi
nasional, untuk
pelanggaran terhadap
gerakan desa aman.
1. Kewajiban siskamling
bagi tiap desa.
2. Jam malam
3. Larangan judi dan
mengkonsumsi
minuman beralkohol
4. Larangan kawin
paksa
5. Sanksi berupa Ruatu
yaitu pelayanan
makan dan minum
bagi seluruh warga
desa atau kecamatan
dengan menyembelih
ternak berupa kerbau
dan babi. Kemudian
sanksi lain berupa
denda dalam wujud
uang. Selain sanksi
adat, juga
dimungkinkan
berlakunya sanksi
nasional, khusus
untuk pelanggaran
terhadap gerakan
desa aman.
Tabel 1 Tiga Gerakan Moral di Kabupaten Sumba Tengah9
beserta hak-hak tradisionalnya sepan-
jang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan materi konstitusi tersebut
jelas bahwa ketika ada pengakuan dan
penghormatan negara terhadap kesatu-
an masyarakat adat, maka produk ma-
syarakat berupa adat dan hukum adat
juga memperoleh pengakuan dan
penghormatan sepanjang masih eksis
dan tidak merongrong eksistensi
negara Indonesia sebagai negara
kesatuan.
8 Hilman Hadikusumah, Ibid., 26.
9 Umbu Rauta et.al.,Tiga Gerakan Moral (Perspektif Historis, Filosofis, Yuridis dan Sosiologis), Hasil
Penelitian Kerjasama antara Fakultas Hukum UKSW dengan Pemerintah Kabupaten Sumba
Tengah, 2012. 74-95 (Diolah).
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Beranjak dari pendapat di atas, dapat
dikatakan bahwa Tiga Gerakan Moral
merupakan cerminan adat istiadat
masyarakat Sumba Tengah yang ber-
sumber dari nilai-nilai yang telah
diyakini kebenarannya secara turun-
temurun, yang dapat diuraikan beri-
kut ini. Gerakan Kembali ke Kebun
pada dasarnya bersumber dari keya-
kinan masyarakat bahwa tanah ada-
lah sumber kesejahteraan, sehing-ga
gerakan ini sejatinya merupakan
ajakan untuk menghayati keyakinan
tersebut. Gerakan Hidup Hemat me-
rupakan cerminan dari salah satu
pandangan masyarakat yang erat
kaitannya dengan kedudukan hewan/
ternak bagi masyarakat Sumba Tengah
dalam ikatan kesatuan antara manusia
dengan hewan/ternak. Pemberian
ternak atau pemotongan ternak dalam
peristiwa-peristiwa tertentu (ritual
perkawinan, kematian, dan lain-lain)
menjadi hal yang penting bagi masya-
rakat. Gerakan ini merupakan ajakan
pemurnian nilai-nilai budaya agar
tetap memiliki makna yang hakiki dan
tidak berujung pada pemberian dan
pemotongan ternak secara eksesif.
Gerakan Desa Aman merupakan du-
kungan terhadap upaya peningkatan
ketenteraman dan keamanan masya-
rakat yang menjadi prasyarat bagi
dinamika ekonomi. Gerakan ini ber-
dasar pada prinsip masyarakat adat
yang menginginkan keseimbangan
dalam kehidupan.
Sementara itu, hukum adat me-
rupakan kesepakatan adat yang di
dalamnya terdapat sanksi. Sanksi ini
diperlukan untuk mengembalikan
keseimbangan dalam masyarakat
yang dianggap terganggu ketika se-
buah norma adat dilanggar. Baik
hukum adat maupun sanksi yang
menyertainya bersifat dinamis, se-
hingga norma dan sanksi hukum adat
dapat berubah sesuai dengan pe-
rubahan nilai-nilai yang terjadi dalam
masyarakat. Van Vollenhoven men-
definisikan Hukum Adat sebagai ke-
seluruhan aturan tingkah laku positif
di mana di satu pihak mempunyai
sanksi sedangkan di pihak lain tidak
dikodifikasi.10
Tiga Gerakan Moral merupakan
cerminan dari adat istiadat masya-
rakat Sumba Tengah, yang kemudian
melahirkan kesepakatan bersama
yang juga dilengkapi dengan sanksi
bagi mereka yang melakukan pelang-
garan. Kesepakatan ini berawal dari
lingkup desa, kecamatan dan kabu-
paten dengan dihadiri oleh tokoh adat,
tokoh masyarakat dan pemerintah
setempat. Kehadiran perwakilan tokoh
adat dan tokoh masyarakat menunjuk-
kan bahwa ada otoritas masyarakat
adat yang terlibat dalam proses mem-
buat keputusan. Apa yang telah dise-
pakati dan diputuskan oleh tokoh adat
pada dasarnya merupakan keputusan
adat yang harus diikuti oleh masya-
rakat adat. Hal ini sejalan dengan
10 Agus Dwi Santoso, Peran dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional
Dalam Rangka Penguatan dan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Istiadat Di Daerah (2011), <http://
geosmanda.blogspot.com/2011/11/peran-dan-fungsi-kedudukan-hukum-adat.html. Diakses
tanggal 16 Februari 2017>.
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pendapat Ter Haar yang menyatakan
bahwa pada saat penetapan peraturan
adat oleh petugas hukum adat, maka
pada saat itu peraturan tersebut ber-
laku sebagai hukum adat.11 Hal lain
yang juga memperkuat karak-teristik
hukum adat yaitu pengesahan kese-
pakatan-kesepakatan yang telah
dibuat tersebut dalam sebuah upacara
adat. Upacara adat memiliki kedu-
dukan yang tinggi dan dihormati oleh
masyarakat Sumba Tengah.
Sebagai norma yang lahir dari
masyarakat, dari perspektif Von Savigny,
Tiga Gerakan Moral merupakan hukum
adat yang tumbuh dan berkembang
dalam rahim jiwa masyarakat (volksgeist,
spirit of the people) Sumba Tengah.
Hukum yang tumbuh dari antara ma-
syarakat sendiri secara teoritik akan
lebih mampu menjawab kebutuhan
masyarakat akibat perubahan-peru-
bahan sosial, serta lebih mampu me-
menuhi rasa keadilan substansial
masyarakat tersebut. Dengan kata
lain, hukum semacam itu akan memi-
liki karakter sebagai hukum responsif
yang memiliki daya laku kuat di dalam
masyarakat.
Oleh karena lahir dari masya-
rakat dan diperuntukkan bagi kehi-
dupan masyarakat Sumba Tengah,
pelaksanaan Tiga Gerakan Moral –
yang merupakan hukum adat —
memiliki legitimasi sosial dan legiti-
masi hukum. Walaupun Tiga Gerakan
Moral, sebagai hukum adat, tidak
mempunyai struktur-struktur yang
menciptakan kewibawaan formal
seperti halnya hukum negara (state
law), ia tetap memiliki kekuatan dan
kewibawaan yang berbasis pada moral
dan kultur. Dengan demikian, sebagai
sebuah hukum adat, kesepakatan-
kesepakatan yang dibuat memiliki
legitimasi filosofis, sosiologis, dan
yuridis.
Legitimasi filosofis dapat diuraikan
berikut. Pertama, Gerakan Kembali ke
Kebun didasarkan pada nilai filosofis
yang dipegang oleh masyarakat bahwa
tanah adalah sumber kesejahteraan.
Gerakan ini adalah ajakan untuk
menghayati kembali keyakinan bahwa
tanah adalah sumber kesejahteraan
bagi kehidupan masyarakat, yang
untuk beberapa waktu sempat terki-
kis. Kedua, Gerakan Hidup Hemat
didasarkan pada nilai filosofis bahwa
manusia selalu membutuhkan keterli-
batan orang lain dalam tahapan-
tahapan penting kehidupannya dan
pandangan bahwa manusia dan ter-
nak adalah satu kesatuan. Ternak
memiliki kedudukan yang penting bagi
manusia, tampak ketika digunakan
dalam ritual adat seperti kematian
dan perkawinan. Gerakan ini merupa-
kan sebuah ikhtiar untuk memurni-
kan nilai-nilai filosofis ini, sehingga
dalam implementasinya pemberian
dan pemotongan ternak tidak perlu
dilakukan secara berlebihan. Ketiga,
Gerakan Desa Aman didasarkan pada
nilai filosofi kedekatan masyarakat
Sumba terhadap ternak serta kede-
11 Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Pradnya Paramita 2003) 39.
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katannya dengan tanah/kebun. Pen-
curian dan atau perampokan terhadap
ternak dan hasil bumi menggoyahkan
hubungan masyarakat dengan ternak
dan tanah yang dimilikinya.
Sosial-budaya masyarakat lokal.
Gerakan ini merupakan salah satu
kearifan lokal (local wisdom) yang
memuat nilai-nilai yang akan mampu
mewujudkan kedaulatan pangan (food
sovereignty) serta meningkatkan pen-
dapatan masyarakat, sehingga pada
akhirnya dapat memutus rantai kemis-
kinan. Hal ini dapat diketahui dari be-
berapa kesepakatan di antaranya pe-
ngaturan kewajiban kepemilikan lahan
minimal dan kewajiban setiap kepala
keluarga untuk menanam tanaman
pangan dan tanaman perdagangan.
Gerakan Kembali ke Kebun juga
merupakan langkah mengembalikan
sistem sosial kemasyarakatan para
petani/masyarakat yang bukan sekedar
sebagai makhluk ekonomi (homo
economicus), melainkan juga sebagai
makhluk sosial (homo socius) dan
makhluk beragama (homo religius),
yang dikaitkan dengan unsur-unsur
nilai sosial-budaya lokal, yang memuat
aturan dan pola hubungan sosial, poli-
tik, ekonomi, dan budaya. Hal ini
tampak dalam pengaturan yang me-
nentukan kewajiban gotong royong
atau kelompok kerja tanpa adanya
pembayaran upah untuk pengelolaan
kebun dan sawah.
Ketiga, Gerakan Desa Aman, me-
rupakan upaya masyarakat guna
mengatasi terkikisnya rasa aman aki-
bat maraknya pencurian dan peram-
pokan yang menyebabkan hilangnya
harta benda, khususnya ternak dan
hasil pertanian. Pencurian harta benda
dan ternak menghasilkan masalah ganda
yaitu: pemiskinan secara cepat pada
dan menyurutkan minat masyarakat
untuk beternak. Oleh karenanya, mela-
lui Gerakan Desa Aman antara lain
menentukan kewajiban melaksana-
kan siskamling, larangan melakukan
perjudian, larangan menjual serta
mengkonsumsi minuman beralkohol.
Dengan demikian tiga gerakan
tersebut merupakan norma yang lahir
dari masyarakat yang menurut Von
Savigny merupakan hukum adat yang
tumbuh dan berkembang dalam rahim
volksgeist.  Volksgeistdiartikan sebagai
kesadaran umum manusia atau jiwa
manusia (general consciousness of the
people atau spirit of the people).12
Karena lahir dari masyarakat dan
diperuntukkan dalam kehidupan ko-
munitas masyarakat, maka Tiga Gerak-
an Moral yang nota bene merupakan
hukum adat tersebut memiliki legiti-
masi sosial dan hukum bagi pelak-
sanaanya. Sesuai dengan pendapat
Soepomo13, karena Hukum Adat bera-
sal dari masyarakat, maka hukum
adat merupakan hukum yang hidup,
sebab ia  menjelmakan perasaan hukum
yang nyata dari rakyat.
12 Bernard L. Tanya, et.al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Genta
Publishing 2010) 103.
13 Soepomo, Op.Cit., 3.
REFLEKSI HUKUM224 [Vol. 1, No. 2
Selanjutnya, keberlakuan atau
kekuatan mengikat hukum adat juga
ditentukan oleh keberadaan sanksi
adat. Sanksi adat adalah komponen
yang membuat adat berlaku sebagai
hukum dan dikenal sebagai hukum
adat. Sanksi dipahami sebagai sarana
untuk menyeimbangkan kehidupan
masyarakat. Dalam sistem hukum
adat, segala perbuatan yang berten-
tangan dengan peraturan hukum adat
merupakan perbuatan illegal dan
hukum adat mengenal pula ikhtiar-
ikhtiar untuk memperbaiki kembali
hukum (rechtherstel) jika hukum
diperkosa.14
Apabila terjadi pelanggaran hukum
adat, kepala adat mengambil tindakan
nyata untuk membetulkan hukum yang
dilanggar itu. Tindakan yang diambil
didasarkan pada rasa keadilan menu-
rut masyarakat. Pembetulan hukum
yang dilanggar itu dilakukan dengan
pemberian sanksi adat. Dengan kata
lain sanksi adat merupakan reaksi
atas pelanggaran (delik) hukum adat
yang terjadi. Sanksi adat telah dite-
tapkan menurut rasa keadilan masya-
rakat karena sanksi tersebut juga
merupakan bagian yang disepakati
bersama oleh masyarakat. Dengan
demikian sanksi atas pelanggaran tiga
gerakan mengikat masyarakat Sumba
Tengah dan menjadi tugas otoritas
adat untuk mengambil tindakan atas
pelanggaran hukum yang terjadi.
Otoritas adat yang dimaksud yaitu
Lembaga Adat yang ada baik pada
tingkat desa, kecamatan, dan kabu-
paten. Unsur keanggotaan Lembaga
Adat berasal dari tokoh adat, tokoh
masyarakat dan tokoh agama, yang
ditentukan oleh masyarakat yang ber-
sangkutan serta dikukuhkan oleh
Pemerintah Daerah. Adapun tugas
dari Lembaga Adat yaitu: (i) meng-
inventarisir nilai-nilai budaya lokal
yang ada di tengah-tengah masya-
rakat untuk kemudian diangkat ke
permukaan untuk menjadi rujukan
dalam pelaksanaan pembangunan;
dan (ii) mendorong, memotivasi, mene-
gur dan memberi sanksi kepada
masyarakat yang melakukan penging-
karan terhadap Tiga Gerakan Moral.
Dalam hal sanksi adat belum me-
ngatur atau telah disepakati oleh ma-
syarakat bahwa sanksi terkait dengan
tindakan tertentu tunduk pada sanksi
menurut hukum formal, maka yang
seperti itu pun dapat diterapkan. Hal
ini dimengerti sebab hukum merupa-
kan satu sistem besar, sehingga
antara hukum adat dan hukum formal
(yang dibuat oleh negara) dapat saling
melengkapi. Penerapan sanksi harus
memperhatikan hukum yang relevan
untuk menyelesaikan pelanggaran
yang terjadi. Jika diselesaikan secara
adat maka sanksi yang berlaku ada-
lah sanksi adat, jika berdasar pada
hukum formal maka sanksi yang
berlaku adalah sanksi berdasar pe-
raturan hukum negara yang dilanggar.
Selain sanksi, faktor lain yang juga
akan mempengaruhi kualitas kepatuh-
an masyarakat terhadap hukum ter-
tentu adalah keteladanan dari figur-
figur yang diharapkan memiliki komit-14 Soepomo, Ibid., 39.
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men kuat terhadap pelaksanaan norma-
norma hukum, seperti penegak hukum,
pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat.
Secara teoritik keteladanan dari figur-
figur semacam itu diidentifikasi oleh
Lon L.Fuller sebagai salah satu “moralitas”
dari hukum yang akan menentukan
kualitas penerapan hukum. Pendapat
Fuller sesungguhnya bersifat universal.
Ketika penegak hukum, pejabat negara
dan tokoh-tokoh masyarakat menunjuk-
kan komitmen dan konsistensi di dalam
mendukung norma-norma hukum,
masyarakat pada umumnya akan
melihatnya sebagai hal positif. Sebalik-
nya, ketika figur-figur itu tidak menam-
pakkan komitmen terhadap penerapan
hukum, atau bahkan secara sengaja
melanggar norma-norma hukum, sikap
sinis terhadap pelaksanaan hukum
tidak mustahil akan merebak di
antara masyarakat. Dalam konteks
Tiga Gerakan Moral, tesis ini juga ber-
laku, yang menghendaki adanya
komitmen dari segenap komponen
masyarakat Sumba Tengah, terutama
dari figur-figur yang dipandang sebagai
tokoh masyarakat, termasuk unsur
pejabat pemerintah maupun unsur
adat, termasuk anggota lembaga adat.
Kemudian, legitimasi yuridis dari Tiga
Gerakan Moral tersebut dapat dijelas-
kan berikut ini. Seperti telah dijelas-
kan sebelumnya, tiga gerakan meru-
pakan kesepakatan yang dibuat mulai
tingkat desa, kecamatan, sampai ting-
kat Kabupaten, yang dilakukan oleh
tokoh adat, tokoh agama, dan disak-
sikan oleh pemerintah daerah. Saat
kesepakatan adat dilakukan, peme-
rintah, baik pada tingkat desa, keca-
matan, dan kabupaten ikut bertanda
tangan dalam sebagai pernyataan
tekad untuk melaksanakan tiga gerak-
an tersebut. Sikap pemerintah yang
mendukung Tiga Gerakan Moral, tidak
saja merupakan perwujudan dari
tugas dan kewajibannya selaku pelayan
publik sebagaimana diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan
tentang pemerintahan daerah.15
Gerakan Kembali ke Kebun memi-
liki basis legitimasi pada perundang-
undangan sektoral bidang pertanian,
misalnya terkait dengan budidaya
tanaman.16 Sistem budidaya tanaman
adalah sistem pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam nabati
melalui upaya manusia, yang salah satu
tujuannya untuk meningkatkan taraf
hidup petani. Hal ini ditegaskan pula
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerin-
tah No 18 tahun 201017 dimana salah
tujuan penyelenggaraan budi-daya
tanaman adalah mewujudkan kedaulat-
an dan ketahanan pangan. Muara dari
Gerakan Kembali ke Kebun yaitu ada-
nya keragaman pangan dari masya-
rakat (selain hasil usaha pertanian
di sawah) sehingga membantu ketahan-
an pangan masyarakat.
15 Perundang-undangan dimaksud yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Saat Tiga Gerakan ini dicanangkan, masih berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
16 Pasal 5 ayat 1 huruf d UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
17 PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
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Gerakan Hidup Hemat, dengan
maksud pemurnian adat istiadat agar
harta kekayaan (berupa ternak) lebih
diutamakan untuk memenuhi kebu-
tuhan pokok. Hal ini memiliki basis
yuridis yaitu UU No. 13 tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin.
Tugas penanganan fakir miskin berada
di pundak pemerintah, termasuk peme-
rintah daerah dan juga membutuhkan
partisipasi dari masyarakat (Pasal 5
No. 13 tahun 2011). Gerakan Hidup
Hemat juga sesuai dengan kebijakan
nasional Pemerintah sebagaimana
dituangkan dalam PP No. 15 Tahun
2010.18 Dalam Pasal 1 angka 1 PP ter-
sebut ditegaskan bahwa penanggu-
langan kemiskinan merupakan kebijak-
an pemerintah daerah yang dilakukan
bersama dengan masyarakat.
Gerakan Desa Aman memiliki basis
yuridis dimana warga masyarakat
memiliki hak untuk memperoleh rasa
aman dan hak mempertahankan hak
milik siapapun juga. Hal ini memiliki
landasan yuridis baik pada tataran
konstitusi maupun perundang-undang-
an lainnya, seperti UU KUHP.
Berdasarkan pada uraian di atas
maka tampak bahwa Tiga Gerakan Moral
memilki kesesuaian dengan berbagai
peraturan perundang-undangan nasio-
nal, sehingga memiliki legitimasi yuri-
dis. Tiga Gerakan Moral akan memi-
liki daya mengikat yang kuat apabila
nilai-nilai dalam gerakan tersebut
dihidupkan oleh masyarakat Sumba
Tengah. Dengan kata lain, ada penga-
kuan yang terwujud dalam tindakan
bahwa keseimbangan kehidupan masya-
rakat akan terwujud dalam nilai-nilai
dalam Tiga Gerakan Moral. Kemudian,
atas pelanggaran terhadap Tiga Gerakan
Moral tersebut dikenakan sanksi oleh
otoritas adat yang bertujuan untuk
memperbaiki keseimbangan yang
terganggu oleh pelanggaran.
Dalam kaitannya dengan hukum
nasional, hukum adat harus memenuhi
sejumlah syarat untuk dapat dipakai
sebagai asas-asas atau landasan
pembinaan hukum nasional yaitu19:
a. Hukum adat tidak boleh berten-
tangan dengan kepentingan nasio-
nal yang berdasarkan atas persa-
tuan bangsa;
b. Hukum adat tidak boleh berten-
tangan dengan negara Indonesia
yang berfalsafah Pancasila.
c. Hukum adat tidak boleh berten-
tangan dengan peraturan-peratur-
an tertulis;
d. Hukum adat yang bersih dari sifat
feodalisme, kapitalisme, serta peng-
hisapan atas manusia;
e . Hukum adat yang tidak berten-
tangan dengan unsur-unsur agama.
Terkait dengan Tiga Gerakan Moral,
sebagaimana telah diuraikan pada
bagian sebelumnya, juga memenuhi
syarat-syarat dalam pembinaan hukum
nasional, yang dapat dijelaskan berikut
ini. Pertama, tidak bertentangan
dengan asas persatuan bangsa karena
18 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
19 IGN Sugangga, Hukum Peranan hukum Adat dalam Pembangunan Indonesia (Pidato pengukuhan
Guru Besar Hukum Adat UNDIP Semarang, 1999) 16 – 17.
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tidak mengandung makna separatis;
Kedua, tidak bertentangan dengan
falsafah Pancasila. Ketiga, tidak ber-
tentangan bahkan bersesuaian dengan
dasar yuridis formal. Keempat, tidak
ada unsur kapitalisme, feodalisme,
dan penghisapan manusia. Kelima,
tidak bertentangan dengan nilai-nilai
agama.
Berdasar pada hal-hal di atas, maka
dapat dikatakan bahwa Tiga Gerakan
Moral sebagai hukum adat memenuhi
syarat berlaku dalam pembinaan hukum
nasional. Dengan demikian memiliki
kekuatan yang mengikat masyarakat
di Sumba Tengah. Pertentangan antara
hukum adat dan hukum formal tidak
perlu dilakukan, karena keduanya
sama-sama diakui keberlakuannya
sebagai bagian dari hukum nasional
Indonesia. Dalam bahasa yang lain
dapat dikatakan bahwa kekuatan Tiga
Gerakan Moral adalah mutlak karena
merupakan hukum adat. Hukum formal
(hukum tertulis yang dibuat oleh
negara) tetap berlaku dan mengikat
masyarakat adat untuk hal-hal yang
tidak diatur oleh hukum adat.
4. Tiga Gerakan Moral sebagai Sarana
Mewujudkan Kesejahteraan Masya-
rakat
UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan dasar dari
seluruh peraturan yang berlaku di
Indonesia. Dengan kata lain, seluruh
sendi peraturan baik dalam bentuk
tertulis maupun tidak tertulis, tidak
boleh bertentangan dengan konstitusi
tersebut. Demikian pula pencanangan
Tiga Gerakan Moral di Kabupaten Sumba
Tengah didasarkan pada konstitusi.
Tiga Gerakan Moral merupakan penga-
kuan bahwa masyarakat memiliki hak
hidup dan untuk mempertahankan
hidup sebagaimana diatur dalam
Pasal 28A UUD NRI 1945. Dengan
adanya jaminan ini maka seluruh
warga masyarakat berhak untuk me-
ngusahakan berbagai cara guna mem-
pertahankan hidup dan kehidupan-
nya. Termasuk didalamnya untuk be-
kerja di kebun atau beternak. Dalam
rangka itu dijamin pula hak warga
negara untuk mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasar-
nya demi meningkatkkan kualitas
hidup dan kesejahteraan sebagai-
mana diatur dalam Pasal 28C ayat  (1)
UUD NRI 1945).
Konstitusi juga memastikan bahwa
warga negara juga memiliki hak untuk
bekerja dan mendapatkan imbalan
(Pasal 28D  ayat 2 UUD 1945). Dengan
demikian diketahui bahwa bekerja
merupakan hak masyarakat, sehingga
apabila Tiga Gerakan Moral khususnya
gerakan kembali ke kebun mengajak
masyarakat untuk bekerja merupakan
bentuk dari pelaksanaan hak yang
dijamin konstitusi. Bekerja pada dasar-
nya juga merupakan sarana untuk
meningkatkan kesejahteraan, karena
upah yang diterima dapat dipergunakan
untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Hal ini terkait dengan hak yang dimiliki
oleh setiap warga negara untuk hidup
sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H
ayat 1 UUD NRI 1945).
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Tiga Gerakan Moral juga sesuai
dengan Pasal 33 UUD 1945 yang me-
netapkan bahwa perekonomian nasio-
nal diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
antara lain berkelanjutan dan berwa-
wasan lingkungan. Tiga Gerakan
Moral dimaksudkan agar perekono-
mian di Sumba Tengah dapat ter-
laksana secara berkelanjutan. Diper-
hatikan pula bahwa gerakan yang
dicanangkan didasarkan pada kea-
daan lingkungan Sumba Tengah. Oleh
karenanya jelas bahwa gerakan ini
sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UUD
1945. Selanjutnya diketahui pula bah-
wa pada tiga gerakan di Sumba Tengah,
ada peran pemerintah di dalamnya.
Hal ini merupakan salah satu bentuk
dari pelaksanaan tugas pemerintah
untuk memelihara fakir miskin sesuai
dengan amanat konstitusi dalam
Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.
Salah satu dari Tiga Gerakan Moral
tersebut adalah Gerakan Desa Aman,
sesungguhnya gerakan ini merupakan
pengakuan bahwa setiap orang berhak
atas perlindungan dan kepastian hukum
(Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945). Selain itu
Gerakan Desa Aman juga sesuai dengan
amanat konstitusi dalam Pasal 28 G
ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap
orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat
dan harta benda yang dibawah kekua-
saannya.
Berlandaskan pada seluruh uraian
tersebut di atas, maka jelas bahwa
Tiga Gerakan Moral yang dicanangkan
dan dilaksanakan di Sumba Tengah
sesuai dengan konstitusi negara
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
meski Tiga Gerakan Moral tersebut
berlaku sebagai hukum adat akan
tetapi tidak bertentangan dengan
hukum dasar negara Indonesia yaitu
Pancasila dan UUD NRI 1945.  Salah
satu tujuan negara Indonesia sebagai-
mana tertuang dalam Pembukaan
UUD NRI 1945 alinea ke 4 adalah me-
majukan kesejahteraan umum. Kon-
disi sejahtera terjadi manakala kehi-
dupan manusia aman dan bahagia
karena kebutuhan dasar akan gizi,
kesehatan, pendidikan, tempat ting-
gal, dan pendapatan dapat dipenuhi.
Kesejahteraan juga terjadi manakala
manusia memperoleh perlindungan
dari resiko-resiko utama yang me-
ngancam kehidupannya. Kesejah-
teraan adalah sesuatu yang sudah
seharusnya diusahakan oleh masya-
rakat bersama-sama dengan negara.
Hal ini dimengerti sebab masyarakat
adalah bagian terbesar dari sebuah
negara, oleh karenanya tujuan negara
mustahil dapat tercapai tanpa peran
serta dari masyarakatnya.
Tiga Gerakan Moral di Sumba
Tengah merupakan salah satu cara dari
masyarakat bersama Pemerintah Dae-
rah untuk mengusahakan terwujudnya
kesejahteraan masyarakat, seperti
dijelaskan demikian. Pertama, Gerakan
Kembali ke Kebun, merupakan ajakan
untuk mengolah kekayaan alam berupa
lahan pertanian/perkebunan dan peter-
nakan. Hal ini dilakukan mengingat
potensi sumber daya lahan untuk
pengembangan pertanian dan peter-
TIGA GERAKAN MORAL 2292017]
nakan yang cukup besar. Manakala
potensi sumber daya lahan tersebut
dikelola dan diusahakan dengan baik,
akan memberi nilai tambah bagi
masyarakat yaitu keragaman dan
ketahanan pangan. Pada gilirannya
masyarakat dapat bebas dari kelapar-
an ketika usaha pertanian di lahan
basah (sawah) tidak memberi hasil
yang maksimal. Hasil dari pengolahan
lahan kebun berupa tanaman alter-
natif akan digunakan tidak saja untuk
konsumsi, tetapi juga untuk perda-
gangan sehingga memberi tambahan
ekonomi. Hasil perdagangan dapat
disimpan/ditabung untuk digunakan
membiayai kebutuhan rumah tangga,
pendidikan anak dan kesehatan.
Kedua, Gerakan Hidup Hemat,
merupakan gerakan yang ingin
mengajak masyarakat Sumba Tengah
kembali pada nilai-nilai budaya asli
agar tetap memiliki jati diri. Gerakan
ini lahir dari pergeseran pola penggu-
naan hewan ternak dalam upacara
adat yang kemudian beralih menjadi
ajang pamer kekayaan dan gengsi.
Dengan adanya pembatasan jumlah
ternak yang boleh dilibatkan dalam
acara-acara adat (baik perkawinan,
kematian, dan pesta) merupakan
bentuk penghematan. Pada gilirannya,
penghematan ini tidak saja memper-
tahankan populasi ternak tetapi juga
dapat digunakan untuk hal-hal yang
lebih bermakna tinggi seperti kebu-
tuhan hidup rumah tangga, dukungan
pendidikan anak dan biaya kesehatan.
Jika terjadi pergeseran pola perayaan
adat-istiadat, maka biaya yang semula
digunakan untuk perayaan adat
dimaksud dapat digunakan untuk
kebutuhan lain yang mendasar seper-
ti pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, Gerakan Desa Aman,
merupakan gerakan yang dilatar-
belakangi oleh kesadaran bahwa
Gerakan Kembali ke Kebun dan
Gerakan Hidup Hemat membutuhkan
dukungan berupa situasi yang aman
dan tenteram. Masyarakat yang me-
rasa aman dan tenteram akan men-
jadikan dirinya nyaman dan leluasa
dalam menjalankan aktivitas keseha-
riannya, baik aktivitas rumah tangga
maupun dalam menjalin relasi de-
ngan sesamanya. Kondisi keamanan
dan ketertiban dapat mendorong war-
ga masyarakat melakukan kegiatan
pemeliharaan ternak (baik ternak
besar dan kecil) maupun mengusaha-
kan tanaman di lahan pertaniannya.
Aktivitas ini tentu mendukung keta-
hanan pangan dan kondisi ekonomi
rumah tangga, yang pada gilirannya
membantu terwujudnya kesejahtera-
an masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, semakin
jelas dan terang bahwa Tiga Gerakan
Moral yang dicanangkan dan merupa-
kan komitmen menyeluruh masyara-
kat Kabupaten Sumba Tengah meru-
pakan salah satu upaya bersama dari
Pemerintah Daerah dan Masyarakat
untuk ikut mewujudkan salah satu
tujuan bangsa Indonesia yaitu mewu-
judkan kesejahteraan umum.
PENUTUP
Beranjak dari uraian sebelumnya
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dapat disimpulkan beberapa hal
berikut. Tiga Gerakan Moral Kabu-
paten Sumba Tengah merupakan
respon untuk mengatasi tiga per-
masalahan mendasar yaitu pergeser-
an pola bertani masyarakat yang
mengutamakan sawah, kecenderung-
an hedonisme yang bertamengkan
adat istiadat, serta tidak terkendali-
nya masalah ketentraman ketertiban
masyarakat. Tiga Gerakan Moral
merupakan cerminan dari adat istia-
dat yang telah ada sebelumnya, se-
hingga gerakan tersebut bukanlah
bermaksud mengubah adat istiadat,
namun melakukan pemurnian dan
penghargaan terhadap adat istiadat
yang telah lama tumbuh dan berkem-
bang secara turun temurun di kala-
ngan masyarakat Sumba Tengah.
Terkait dengan hal tersebut di
atas, Tiga Gerakan Moral – yang meru-
pakan adat – melahirkan Hukum
Adat. Dikatakan sebagai hukum adat
karena memenuhi persyaratan atau
kualifikasi seperti adanya norma/
hukum, ada sanksi dan penegak
sanksi serta ketaatan dari masya-
rakat. Selain itu, Tiga Gerakan Moral
tersebut memiliki basis atau landasan
filosofis, sosiologis dan yuridis, se-
hingga mempunyai kekuatan mengi-
kat bagi masyarakat. Eksistensi Tiga
Gerakan Moral sebagai hukum adat
tetap diakui dalam keterkaitan dengan
hukum nasional. Hal ini karena
secara konstitusional ada pengakuan
dan penghargaan terhadap hukum
adat, sepanjang memenuhi beberapa
persyaratan yang telah diuraikan
sebelumnya. Pada akhirnya, Tiga Gerakan
Moral tersebut juga sejalan dengan
tujuan negara untuk mencapai kese-
jahteraan bagi masyarakatnya.
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